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Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4893) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di
Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6836).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas
Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4985),

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 111/PMK.03/2010 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
278).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di
Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan
dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771).



